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Tesisini membahas tentang pemberian izin pertambangan batu bara, di antaranya adalah di Kabupaten
Berau. Segjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan
kewenangan yang luas kepada pejabat daerah untuk memberikan izin usaha pertambangan membuat
penerbitan izin usaha pertambangan seperti tidak bisa dikendali. 1zin usaha pertambangan yang dikeluarkan
oleh pgabat setempat banyak yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti luas wilayah izin
usaha pertambangan yang melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Akibat dari penerbitan
izin usaha pertambangan yang tidak terkendali tersebut, membuat dampak yang sangat besar, seperti
tumpang tindih hak pengusahaan pertambangan dengan hak pengel olaan sumber daya alam lainnya dan
berbagai penolakan masyarakat sekitar terhadap penerbitan izin usaha pertambangan yang baru. Dari hal
tersebut, penulisingin mengkaji lebih dalam tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin
pertambangan batu bara di Kabupaten Berau sebelum dan setel ah berlakunya Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara, dan hambatan dan solusi dalam pemberian izin
pertambangan batu bara di Kabupaten Berau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan dan Batu Bara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian
yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secaratertulis. Hasil penelitian menyarankan
bahwa segera dilakukan revis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara
untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait
dengan kewenangan Bupati dan Walikota yang tidak lagi berwenang menerbitkan 1zin Usaha Pertambangan.
<hr>This thesis discusses the granting of coal mining, among which are in Berau. Since the enactment of
Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal aswell as Law No. 32 Y ear 2004 on Regional Government which
provides broad authority to local officials to provide mining license makes mining permit such issuance
could not are controlled. Mining permit issued by local officials who violate many laws and regulations,
such as the area of the mining permit that exceed the provisions laid down by law. As aresult of the
issuance of the mining permit uncontrolled, making a huge impact, such as mining concessions overlap with
the right management of natural resources and a variety of local community rejection of the issuance of new
mining permit. From this, the authors wanted to examine more deeply about the local government authority
in granting coal mining in Berau before and after the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal,
and the barriers and solutionsin coal mining permitsin Berau regency after the enactment of Law No. 4 of
2009 on Mining and Coal. This research is anormative juridical research, ie research that emphasizes the
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use of legal normsin writing. Results suggest that immediate revision of Law No. 4 of 2009 on Mining and
Coal to align with Law No. 23 of 2014 on Regional Government relating to the authority of regents and
mayors are no longer authorized to issue Mining Permit.



